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ABSTRAK 

UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, akan tetapi tidak 

diiringi dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh sanksi pajak, penerapan self assessment system, tarif pajak dan kesadaran wajib 

pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat empat variabel independen dan 

satu variabel dependen dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Populasi penelitian adalah UMKM yang berada di DIY, pengambilan sampel 

dengan metode Purposive Sampling. Sampel dalam penelitian ini merupakan UMKM 

yang bergerak di bidang batik. Pengolahan data menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 

26 dengan analisis secara regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Self 

Assessment System berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan sanksi pajak, self assssment system, tarif 

pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

 

Kata Kunci:  Sanksi Pajak, Self Assessment System, Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib 

Pajak 
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THE EFFECT OF TAX SANCTIONS, THE APPLICATION OF THE SELF-

ASSESSMENT SYSTEM, TAX RATES AND TAXPAYER AWARENESS ON 

THE COMPLIANCE OF MSME TAXPAYERS IN THE SPECIAL REGION OF 

YOGYAKARTA 

Wulan Yhanu Savitri 

ABSTRACT 

MSMEs in Indonesia experienced significant growth, but were not accompanied 

by taxpayer compliance. This study aims to determine the effect of tax sanctions, the 

application of self-assessment systems, tax rates and awareness of MSME taxpayers in 

the Special Region of Yogyakarta. There were four independent variables and one 

dependent variable in this study. This type of research is quantitative research. The 

research population is MSMEs who are in DIY, sampling with the Purposive Sampling 

method. The samples in this study are MSMEs engaged in batik. Data processing using 

IBM SPSS version 26 applications with multiple linear regression analysis. The results 

showed that partially tax sanctions do not affect taxpayer compliance, self-assessment 

system has a positive effect on taxpayer. 

Keyword: tax sanction, self assessment system, tax rate and taxpayer compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang terus berkembang dalam 

pembangunan. Untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan kesejahteraan sosial 

material dan spiritual melalui pembangunan, Indonesia perlu melakukan 

perubahan di berbagai bidang. Dana yang digunakan untuk pembangunan tidaklah 

sedikit, sehingga perlu dilakukan peningkatan pendapatan negara khususnya dari 

sektor pajak (Ulfa & Mildawati, 2019). Sektor pajak merupakan sumber 

penerimaan utama negara. Dana dari sektor perpajakan digunakan untuk 

membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembiayaan pembangunan sarana 

umum, membiayai pendidikan dan membiayai pembangunan fasilitas umum 

lainnya. Semakin banyak penerimaan negara dari sektor pajak maka akan banyak 

pula pembangunan fasilitas dan infrastruktur umum yang akan dibangun 

(Handayani dkk, 2020). Berbagai usaha yang terdapat di Indonesia baik dari usaha 

kecil, usaha menengah, maupun usaha besar merupakan salah satu bentuk 

perkembangan pembangunan dalam sektor ekonomi. 

Berdasarkan data dari APBN 2021 Penerimaan pajak tahun 2021 sebesar 

Rp 1.444,5 triliun yang berarti mengalami pertumbuhan 2,9% dari tahun 2020 

dengan fokus kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan melanjutkan 

reformasi. Pertumbuhan pendapatan pajak dengan memaksimalkan penerimaan 

pajak dengan melakukan perluasan basis pajak dan pelaksanaan reformasi juga 
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mendukung pemulihan ekonomi nasional.  Pendapatan perpajakan untuk 

mendukung pemulihan dan transfer ekonomi dengan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dan penguatan sektor strategis dalam rangka transformasi 

ekonomi.  

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk ke dalam sektor 

yang vital dan menjadi salah satu sektor penggerak ekonomi terbesar di Indonesia. 

Melalui UMKM negara dapat menaikkan APBN dari pajak. UMKM berkontribusi 

dalam penerimaan pendapatan pajak negara, akan tetapi kontribusi UMKM 

terhadap pajak masih relatif rendah. Pada tahun 2021 kontribusi UMKM terhadap 

Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun. UMKM 

telah mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat 

menghimpun 60,42% dari total investasi di Indonesia. 

Tingginya pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia mampu 

meningkatkan penerimaan negara terutama pada sektor pajak. Keberadaan usaha 

UMKM tersebut dapat terus berlanjut dan berkembang dan dapat memerikan 

kontribusi lebih banyak pada pertumbuhan perekonomian maka diperlukan 

system pengelolaan yang baik (Fajri, 2022). Pemerintah melakukan berbagai 

upaya untuk mewujudkan UMKM yang mandiri, tangguh dan berkembang 

sehingga perekonomian akan semakin kokoh. Sektor pajak pelaku UMKM 

mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena pelaku UMKM menganggap 

bahwa pajak merupakan suatu hal yang rumit dan menyusahkan. Pemerintah 

memberikan beberapa alternatif dan kemudahan dalam tata cara perhitungan, 
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pelunasan dan pelaporan pajak pelaku UMKM. Sejak tanggal 1 Juli 2018 tarif 

PPH UMKM sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima Wajib 

Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Tarif ini berlaku bagi pelaku 

UMKM yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp 4,8 miliar selama satu 

tahun (Wulandari dkk 2020). Berikut daftar tabel Penerimaan Perpajakan Tahun 

2016-2021: 

Tabel 1.1 

Penerimaan pajak tahun 2016-2021 

 

  

Sumber: APBN 2021 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak tidak selalu 

tumbuh ke arah yang lebih baik, di tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan yang 

cukup signifikan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia 

dan negara lainnya. Pada tahun 2021 penerimaan pajak mulai menunjukkan 

No Tahun Penerimaan Pajak Pertumbuhan 

 

1 2016 1.285,0 3,6% 

2 2017 1.343,5 4,6% 

3 2018 1.518,8 13,0% 

4 2019 1.546,1 1,8% 

5 2020 1.404,5 -9,2% 

6 2021 1.444,5 2,9% 
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adanya pertumbuhan atau kenaikan penerimaan pajak sebesar 2,9%. Penerimaan 

pajak diharapkan akan mengalami pertumbuhan karena pajak merupakan salah 

satu penerimaan negara. Pajak menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian 

khusus pemerintah. Pemerintah berupaya untuk terus mencapai target yang 

diharapkan. Namun, masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh akan 

kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang belum 

terpecahkan sampai saat ini, hal ini disebabkan karena kinerja perpajakan yang 

kurang maksimal dan kurangnya kesadaran dari diri Wajib Pajak. 

Kurangnya kepatuhan pajak tentunya menjadi masalah bagi pemerintah 

dalam memaksimalkan penerimaan negara, karena pajak merupakan sumber 

penerimaan negara yang paling dominan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) merupakan salah satu Wajib Pajak potensial di Indonesia. UMKM 

menjadi sektor penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar. Untuk 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM, pemerintah telah 

melakukan berbagai upaya salah satunya dengan menurunkan tarif yang semula 

1% menjadi 0,5% yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2018 (Zulma, 2020). Pemerintah juga telah melakukan 

perubahan mendasar untuk meningkatkan penerimaan negara dengan merubah 

sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dengan menggunakan Self 

Assessment System. Akan tetapi sampai saat ini masalah ketidakpatuhan Wajib 

Pajak masih belum menemukan solusinya agar sektor UMKM yang merupakan 
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sektor potensial dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap 

penerimaan negara. 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak salah 

satunya dengan memberikan sanksi pajak bagi Wajib Pajak yang melanggar 

kewajiban perpajakan. Sanksi pajak merupakan sebuah hukuman bagi Wajib 

Pajak yang tidak patuh akan peraturan perpajakan yang berlaku. Adanya sanksi 

atas ketidaktaatan Wajib Pajak diharapkan dapat memberi jaminan akan 

mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi pajak juga menjadi salah satu alat untuk 

pencegahan Wajib Pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 

Penelitian Afuan Fajrian Putra (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak 

mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.  

Indonesia menerapkan Self Assessment System dalam perpajakannya, 

dengan begitu Wajib Pajak akan diberikan kepercayaan secara penuh dalam 

menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri dengan harapan dapat 

mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Di Indonesia kepatuhan Wajib Pajak 

dalam membayar pajak masih kurang, untuk itu kepatuhan Wajib Pajak menjadi 

perhatian pemerintah (Budiman, 2018). Lasmaya & Neni Nur Fitriani (2017) 

menyatakan bahwa penerapan Self Assessment System berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Salah satu yang mampu meningkatkan faktor kepatuhan Wajib Pajak 

adalah Tarif pajak. Perubahan tarif yang dilakukan diharapkan agar kepatuhan 
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Wajib Pajak meningkat, penurunan tarif pajak yang sebelumnya 1% menjadi 0,5 

% juga diharapkan mampu menarik para pelaku UMKM untuk mendaftarkan 

sebagai Wajib Pajak agar memiliki NPWP. Penelitian Hapsari & Kholis (2020) 

menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Adilnya tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi kepatuhan wajib 

pajak terhadap peraturan perpajakan untuk melaporkan pajak penghasilan.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yusro & Kiswanto (2014) menyatakan 

bahwa tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak memiliki pengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran dari diri 

Wajib Pajak. Kesadaran tentang perpajakan merupakan suatu kondisi dimana 

Wajib Pajak mengetahui dan melakukan ketentuan peraturan perpajakan dengan 

baik dan secara sukarela. Penelitian Oktaviani & Adellina (2016) menyatakan 

bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. Semakin tinggi kesadaran pajak maka Wajib Pajak akan semakin 

patuh terhadap kewajiban perpajakan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi & Maula, 2020) dengan judul 

“Pengaruh Kesadaran dan Tarif Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di 

Kabupaten Karawang” menyatakan bahwa secara parsial kesadaran pajak dan 

tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh (Ananda dkk 2015) menyatakan bahwa pemahaman 

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan 
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pelayanan aparat perpajakan, sanksi pajak dan preferensi risiko tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas dan menunjukkan hasil 

yang berbeda-beda dan masih perlu untuk dilakukan pengembangan untuk 

mendapatkan hasil yang empiris. Penelitian ini terinspirasi dari penelitian-

penelitian sebelumnya dan masih banyaknya fenomena Wajib Pajak yang tidak 

patuh terhadap kewajiban perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terdapat pada variabel, tahun, lokasi penelitian yang digunakan. 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota wisata sekaligus kota 

pelajar. Tentu akan menarik minat wisatawan untuk datang ke DIY. Terdapat 

berbagai jenis UMKM di DIY, salah satunya adalah usaha batik. Batik merupakan 

salah satu icon Yogyakarta yang banyak diminati wisatawan. Oleh karena itu, 

Yogyakarta terdapat banyak UMKM yang bergerak di bidang batik. UMKM 

merupakan salah satu dari potensi ekonomi yang dimiliki DIY untuk 

pemberdayaan. Pemberdayaan hadir untuk memenuhi kondisi ekonomi yang 

seimbang, terukur dan berkeadilan untuk menciptakan kemandirian dan 

ketahanan ekonomi masyarakat. UMKM merupakan salah satu dari faktor yang 

dapat dikatakan berpotensi untuk membantu perekonomian yang inklusif. 

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

pengaruh sanksi pajak, Self Assessment System, tarif pajak dan kesadaran wajib 

pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang akan dipaparkan dalam bentuk skripsi 
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dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak, Penerapan Self Assessment System, tarif 

pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM? 

2. Apakah penerapan self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM? 

3. Apakah tarif perpajakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM? 

4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM? 

C. Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, dan 

untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya 

kesalahan terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan 

pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian 

adalah sanksi pajak, self assessment system, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak, wajib pajak di sini adalah wajib pajak pelau 

UMKM yang bergerak dibidang batik di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM. 

2. Untuk mengetahui pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak Wajib Pajak 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat terhadap 

berbagai pihak diantaranya: 

1. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan 

rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Bagi UMKM 
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Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan 

pengetahuan bagi pelaku UMKM terhadap pentingnya membayar 

pajak. 

3. Bagi penelitian yang akan datang 

Sebagai referensi mengenai hasil penelitian mengenai kepatuhan 

pajak agar penelitian selanjutnya dapat lebih mengembangkan dalam 

segi masalah, sampel maupun variabel yang digunakan. 
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